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2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

@)

Pérbandingan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan secara
3

l;_ligsung oleh rakyat ditinjau dari prinsip demokrasi serta peraturan
-~

p%rundang-undangan yang berlaku

Pada masa Hindia Belanda, pemerintahan daerah sangat terpusat dan

2YSNS N

dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pejabat daerah hanya menjalankan perintah

d

sat, dengan pejabat Eropa menduduki posisi atas dan pejabat pribumi di posisi

ﬂ%l

bawah. Pada awal abad ke-20, melalui kebijakan Politik Etis, Belanda mencoba
memberikan sedikit kebebasan kepada beberapa daerah dengan Undang-Undang
Desentralisasi 1903, namun pengawasan pusat tetap ketat. Sistem pengangkatan
pejabat juga tidak adil karena pejabat pribumi hanya bisa menduduki jabatan
rendah. Pada tahun 1922, Belanda membentuk badan pemerintahan baru di Jawa
dgi)l Madura untuk melibatkan penduduk asli secara terbatas, tetapi di daerah lain

-~

o . .
sistem lama masih berlaku. Secara keseluruhan, meskipun ada usaha

[

<]

dgsentralisasi, pemerintahan tetap otoriter dan terpusat, sehingga masyarakat lokal
(]

tigak banyak dilibatkan dan tidak memiliki kesempatan memilih kepala daerah

< 54
s¢cara langsung.
wn

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan daerah sangat dikuasai

yo A3

ngliter dan terpusat. Pejabatnya adalah perwira Jepang yang berkuasa penuh,

tdhpa ada wakil rakyat, sehingga masyarakat tidak berperan dalam memilih
%)

=t
& >**Suratin Eko Supono, “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”,
(Yegyakarta: percetakan CV andi offset, 2023), h. 73-79
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©

p%nimpin daerah. Setelah kemerdekaan, di era demokrasi liberal, masyarakat
-~

nnlai diberi kesempatan ikut dalam pemerintahan daerah. UU No. 1 Tahun 1945
@)

némbentuk KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) sebagai wakil rakyat dan
3

n%ngatur cara memilih kepala daerah lewat KNID, meski pemerintah pusat masih
=

n%ngawasi. Kemudian, UU No. 22 Tahun 1948 mengubah mekanisme
Z

pghgangkatan kepala daerah oleh presiden/menteri dalam negeri berdasarkan

2]
ugilan DPRD. UU No. 1 Tahun 1957 bahkan memberi peluang rakyat memilih

A
kgpala daerah langsung, namun praktiknya masih sering lewat DPRD dan

c

otonomi daerah belum optimal.55

Di masa demokrasi terpimpin, pemerintahan kembali terpusat setelah
Dekret Presiden 1959. Kepala daerah diangkat pemerintah pusat (bahkan bisa
memilih di luar usulan DPRD) dan menjadi perpanjangan tangan pusat. Ini
membuat proses pemilihan kepala daerah jauh dari prinsip demokrasi dan
pagtisipasi  rakyat. Dari masa pendudukan Jepang hingga Orde Lama,

<]
peémerintahan daerah mulai bergerak dari sistem yang sangat terpusat dan

w
ngliteristik menuju demokrasi, meski kendala masih banyak dan masyarakat

bgum sepenuhnya dilibatkan dalam pemilihan kepala daerah. Pada masa Orde

=]
B%'ru, kekuasaan sangat terpusat di bawah Presiden Soeharto dengan
=
wn
péﬁgangkatan kepala daerah oleh pusat berdasarkan usulan DPRD, tanpa

o

n’fdéjmperhatikan aspirasi daerah. Sistem ini minim demokrasi dan lebih
=

n'g_;'ngutamakan stabilitas politik.56
=

% 1bid, h. 80-90
% 1bid, h. 91-104
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Era Reformasi membawa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 22

B yeH o

un 1999 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun dianggap

21d

ang demokratis karena tidak langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, Undang-

dang Nomor 32 Tahun 2004 mengubah sistem menjadi pemilihan langsung

N w

ogh rakyat untuk memperkuat partisipasi dan legitimasi kepala daerah. >
@ Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem
p%nilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara tidak langsung melalui
l%?wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana diatur dalam Undang-
Ufldang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem ini,
DPRD bertugas memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.
Tujuan sistem ini adalah memperkuat pembagian wewenang ke daerah dan
mempercepat proses demokrasi pasca reformasi. Namun, praktiknya
menimbulkan berbagai masalah, seperti politik uang, kurangnya tanggung jawab

pgjabat terpilih, dan praktik korupsi dalam pemilihan oleh DPRD.*®

Perubahan mendasar terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang

m§1s1 aje

mor 32 Tahun 2004, yang untuk pertama kalinya mengatur pemilihan kepala

!

d%rah secara langsung oleh rakyat. Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan

u

pgnsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
=

—

w
545, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

o

althan ke sistem pemilihan langsung bertujuan meningkatkan kualitas

Gins

okrasi di tingkat daerah, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

5 Ibid, h. 105-111
%8 Djohan Djohermansyah. ’Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan
okratis”, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2009), h. 27.
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@

kétpala daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
-~

daerah.

©

2 Dalam pelaksanaan pilkada langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor
3

32- Tahun 2004, partai politik masih berperan, namun berbeda dengan Undang-

b

T.%dang Nomor 22 Tahun 1999, di mana partai politik berada di luar parlemen dan
Z

bgffungsi sebagai pihak yang melegitimasi pencalonan. Pendekatan ini diterapkan
2]
ufituk mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan di antara partai politik di

A
DPRD.”

c
Meskipun sistem pemilihan langsung memberikan berbagai keuntungan,

sistem ini juga menghadapi sejumlah tantangan baru, seperti kenaikan biaya
kampanye, potensi praktik politik uang, serta dominasi calon yang memiliki
modal besar. Namun, sistem ini didukung oleh mekanisme pengawasan yang lebih
ketat melalui peran Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, serta
adanya prosedur penyelesaian sengketa yang transparan. Partisipasi masyarakat

<]
yang lebih luas dan peningkatan pendidikan politik diharapkan mampu
@

[

n%engurangi praktik politik uang, yang selama ini menjadi kelemahan utama pada
sfétem pemilihan melalui DPRD.%®
Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD menurut Undang-Undang

mor 22 Tahun 1999 memiliki kelebihan dalam hal efisiensi waktu dan biaya,

o &ﬁsxaA;u

5

ena proses pemilihan dilakukan secara internal oleh anggota dewan tanpa perlu

panye yang panjang dan mahal. Selain itu, sistem ini memungkinkan DPRD

& ufms

lakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kepala daerah yang terpilih.

jife

% Suratin Eko Supono., “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia™,
gyakarta: percetakan CV andi offset, 2023), h. 109-110
60 https://www.kompas.id/artikel/evaluasi-pilkada-langsung

~
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@
I\%mun, kelemahan utama sistem ini adalah rendahnya partisipasi langsung dari
-~
nmasyarakat, sehingga prinsip kedaulatan rakyat kurang terealisasi dan legitimasi
©

k&pala daerah sering dipertanyakan. Praktik politik transaksional dan politik uang
3

jl%a menjadi masalah serius yang mengurangi kepercayaan publik terhadap
S
pJ:COSCS pemilihan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan
pg?tisipasi masyarakat dalam sistem ini memunculkan tuntutan untuk beralih ke
w

sfgtem pemilihan langsung.61

A . . .
5 Sistem pemilihan langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

c
Tahun 2004 dianggap lebih demokratis karena memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, sehingga memperkuat
legitimasi kepala daerah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun,
sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya politik,
risiko praktik politik uang, dan dominasi calon dengan modal besar. Oleh karena
ity, pengawasan yang ketat dan pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting
agar pelaksanaan pilkada langsung dapat berlangsung secara bersih dan
d&nokratis, serta benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sesuai
=
d'élgan amanat UUD 1945.%

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan mekanisme

ngawasan yang lebih ketat melalui Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah

o
0 AgISIaATU

stitusi, serta prosedur penyelesaian sengketa yang transparan. Selain itu,

s upangg

%1 Sri Soemantri, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Negara Hukum
ngokmns (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 73.

%2 Wawan S. dkk., "Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak
Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila," Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya, Vol. 17 No. 2
(2815), h. 120-128.
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©

p%ningkatan pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat
-~

méngurangi praktik politik uang sekaligus meningkatkan kualitas pemilih.
©

P&ndapat para ahli seperti Jimly Asshiddigie dan Hans Kelsen menegaskan bahwa
3

demokrasi sejati harus mencerminkan partisipasi langsung rakyat dalam proses
-~

p%itik yang adil dan transparan. Oleh karena itu, sistem pemilihan langsung
Z

dﬁcﬁnggap lebih sesuai dengan prinsip demokrasi modern dibandingkan dengan
2]
sfgtem pemilihan oleh DPRD yang cenderung bersifat tertutup.®®

A
>  Sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD, meskipun sah secara hukum

c

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dinilai mengurangi
partisipasi publik dan membuka ruang bagi transaksi politik antar elit, sehingga
menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan yang semestinya menjadi
hak mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD
1945 dan melemahkan legitimasi kepala daerah yang terpilih, sehingga
mgndorong reformasi menuju sistem pemilihan langsung.

E Dari perspektif doktrin hukum tata negara dan asas demokrasi
%nstitusional, sistem pemilihan langsung lebih mampu mewujudkan prinsip

[y

leégitimasi, partisipasi, dan akuntabilitas publik yang merupakan fondasi

D

u

demokrasi modern. Walaupun menghadapi tantangan seperti biaya politik tinggi

&@fsxa

n potensi politik uang, sistem ini secara normatif lebih sesuai dengan semangat

S0

rmasi dan idealisme demokrasi di Indonesia, karena memberikan ruang

AS uejing

6% Wawan S., Dedi S., dan Rina M., "Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada
gsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila," Jurnal Dinamika Sosial dan
aya 17, no. 2 (2015): 120-128.
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©

p%ﬁsipasi yang lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam
-~

pEnyelenggaraan pemerintahan daerah.®
©

2 Pemilihan langsung lebih demokratis karena memberikan ruang partisipasi
3

y&ﬁg lebih luas bagi masyarakat, sehingga secara nyata mewujudkan prinsip
s
k&daulatan rakyat. Sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas
Z
dgTam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun masih menghadapi

t%tangan seperti tingginya biaya politik dan potensi politik uang, secara normatif
séﬂem pemilihan langsung lebih sesuai dengan asas demokrasi konstitusional,
t:::rutama dalam hal legitimasi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena
itu, sistem ini sejalan dengan semangat reformasi dan idealisme demokrasi
modern di Indonesia.

Implikasi yuridis dari perbedaan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD
berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan secara langsung

bgrdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

S
:.: Legitimasi kepala daerah merupakan aspek fundamental dalam sistem
pgr_nerintahan daerah, karena legitimasi mencerminkan tingkat penerimaan dan
k?gpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang berkuasa. Perbedaan sistem
pé;nilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
dé'n Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berdampak langsung terhadap kualitas

itimasi tersebut. Pada sistem pemilihan oleh DPRD sebagaimana diatur dalam

ng jo

No. 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat yang duduk di

&s E

RD. Sistem ini memiliki potensi untuk menimbulkan legitimasi yang lemah

® Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
0), hlm. 120-130.
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©

@ena kepala daerah memperoleh mandatnya melalui perwakilan yang dapat
-

dipengaruhi oleh kepentingan politik partai dan elit legislatif. Akibatnya,
@)

hgbungan antara kepala daerah dan masyarakat menjadi tidak langsung, yang
=

dapat mengurangi rasa keterwakilan dan partisipasi rakyat dalam proses politik
-~

d&erah.®®

Z

(Cf’ Sebaliknya, sistem pemilihan langsung kepala daerah yang diatur dalam
w

UU No. 32 Tahun 2004 memberikan mandat secara langsung dari rakyat kepada
kgala daerah. Sistem ini meningkatkan legitimasi kepala daerah karena secara
kggnstitusional kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih yang berhak suara,
sehingga memperkuat posisi politik kepala daerah sebagai wakil rakyat yang sah
dan bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung. Pemilihan langsung
ini juga mendorong kepala daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan
aspirasi masyarakat karena legitimasi mereka sangat bergantung pada penerimaan
rakyat. Selain itu, pemilihan langsung memperkuat prinsip demokrasi partisipatif

f+¥]
yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama dalam

w
pemerintahan daerah.®

Secara keseluruhan, pergeseran dari pemilihan oleh DPRD ke pemilihan

aglun DT LK

gsung merupakan langkah penting dalam memperkuat legitimasi kepala daerah

g sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Legitimasi

&§51

g kuat akan mendorong kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan

<
Sgjo

ajibannya secara efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

x
e

refgu

= % Arief Budiman, ¢’Demokrasi dan Legitimasi Kepala Daerah di Indonesia: Studi
Ststem Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. h. 75-80
% Budi Santoso, ‘'Demokrasi Lokal dan Legitimasi Kepala Daerah: Studi Sistem
Pgmilihan Langsung di Indonesia”’, (Yogyakarta: LKiS, 2017), h. 102-110.
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©
p&nerintah daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan

-~
kEmajuan pembangunan daerah.®’
o

© Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang cukup besar
=

terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pada sistem pemilihan oleh DPRD yang
-~

diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah cenderung lebih bergantung
Z
pgda DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, sehingga hubungan kekuasaan
w
ngenjadi terpusat dan saling mengikat antara eksekutif dan legislatif daerah.

Py
Kondisi ini dapat membatasi kebebasan kepala daerah dalam mengambil
(=

keputusan strategis yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan dan
pengelolaan sumber daya daerah. Menurut penelitian Santoso, ketergantungan
tersebut berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi karena kepala daerah harus
mempertimbangkan kepentingan politik DPRD lebih dari kepentingan masyarakat
luas. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya pemerintah daerah dalam

mgnjalankan kewenangan yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999.%

-

o Sebaliknya, sistem pemilihan langsung yang diatur dalam UU No. 32

f+¥]
(¢
@

T;hun 2004 memberikan peluang lebih besar bagi kepala daerah untuk

(<)

o
=

nEIaksanakan otonomi secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada

ra?<yat. Kepala daerah yang terpilih secara langsung dianggap memiliki legitimasi

&ésxa

g lebih kuat dan didukung oleh dukungan politik yang berasal langsung dari

sZo

yat, bukan hanya dari elit legislatif. Sistem pemilihan langsung memperkuat

posisi kepala daerah sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah, sehingga

q ugyn

£

=, ®" Fitri Wulandari, “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Implikasinya
terhadap Legitimasi Politik di Indonesia,” Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol. 8,
No: 2, (2020), h. 15

A % Dwi Wibowo, “Pengaruh Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Otonomi dan
Kgnerja Pemerintah Daerah,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10, No. 1, (2019), h. 10
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©

rr%ningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, otonomi
-

yang lebih besar ini juga menuntut kepala daerah untuk lebih profesional dan
@)

aRuntabel dalam mengelola pemerintahan daerah agar tidak terjadi
=

penyalahgunaan kekuasaan.®®
-~

S Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah antara UU No. 22 Tahun 1999

Z
dgh UU No. 32 Tahun 2004 juga berdampak pada kesesuaian pelaksanaan

p%nerintahan daerah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
chija sistem pemilihan oleh DPRD, kepala daerah lebih rentan terhadap intervensi
djn dominasi politik elit legislatif, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas
kerap kurang terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan praktik pemerintahan yang
kurang terbuka dan sulit dipertanggungjawabkan kepada publik, berpotensi
melanggar asas kepastian hukum dan keterbukaan. Pemilihan kepala daerah
secara tidak langsung cenderung menghambat penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik karena masyarakat tidak bisa langsung mengawasi kepala daerah.”

Sementara itu, sistem pemilihan langsung yang diatur dalam UU No. 32

hun 2004 lebih sejalan dengan prinsip-prinsip AUPB seperti transparansi,

alu@']sl el

Ertlsmam dan akuntabilitas. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat
héﬁus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung,
s%ingga mendorong  keterbukaan dalam pengambilan  kebijakan dan
pirtanggungjawaban yang jelas. Namun, tantangan muncul ketika biaya politik

=
d'gfn praktik politik uang merusak proses demokrasi, yang berpotensi mengurangi
=

v p)
k< % Abdul Rahman, ¢ 'Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Implikasi
Pemzlzhan Kepala Daerah Langsung”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 85-92.

- "% Agus Nugroho, “Dampak Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Transparansi dan
ARuntabilitas Pemerintahan Daerah,” Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol. 7, No. 2,
(2p20), h 15
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©

kﬂalitas pelaksanaan asas pemerintahan yang baik. Keberhasilan penerapan
-

AUPB dalam pemilihan langsung sangat bergantung pada integritas proses politik

@)

d&h pengawasan Masyarakat.*

=

—  Perbedaan aturan pemilihan kepala daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999
=

dim UU No. 32 Tahun 2004 menimbulkan masalah hukum yang perlu
Z

diSelesaikan untuk menjamin kepastian hukum di pemerintahan daerah. Sistem

SN

pgmilihan melalui DPRD dalam UU No. 22 sering bertentangan dengan prinsip
pg'nilihan langsung di UU No. 32, menyebabkan ketidakjelasan, tumpang tindih
kgezwenangan, serta perbedaan prosedur yang menghambat otonomi daerah dan
mengurangi transparansi serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
penyelarasan regulasi agar pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan efektif dan
sesuai prinsip demokrasi. Harmonisasi ini penting untuk memperkuat legitimasi
kepala daerah, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta membangun

kgpercayaan publik yang menjadi dasar keberhasilan otonomi daerah dalam

e}

méndukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.”

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok-pokok Sosiologi

kum, harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah hal penting dalam

(EoTwes|

)
mrganghindari konflik norma dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem
[ ]
wn
hgkum nasional. Harmonisasi ini tidak hanya meliputi aspek teknis hukum, tetapi
o
jC(lEa harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan sosial masyarakat.
=
s
j+¥]
=1
w "1 Siti Nurcahyani, “Integritas Proses Politik dan Pengawasan Masyarakat dalam

Pgnilihan Kepala Daerah Langsung,” Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol. 9, No. 1,
(2621), h. 58-70.

"2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Déerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran
Negara RI Tahun 1999 dan 2004,

3
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©

Ci;reh karena itu, aturan tentang pemilihan kepala daerah perlu disesuaikan agar
-

tidak hanya memenuhi syarat hukum secara formal, tetapi juga memastikan

1d

pBlaksanaan pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan adil.”

Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999
UU No. 32 Tahun 2004 berdampak signifikan pada pemerintahan daerah.

em pemilihan lewat DPRD menyebabkan kepala daerah sering terikat

sng NEN 11w

képentingan politik internal, menghambat otonomi daerah, dan mengurangi

Py
transparansi - serta partisipasi masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik

mcenurun. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi
agar kepala daerah dan otonomi daerah berjalan sesuai prinsip demokrasi.”

Sebaliknya, UU No. 32 Tahun 2004 memperkenalkan sistem pemilihan
langsung yang memberikan legitimasi langsung dari rakyat kepada kepala daerah,
sehingga memperkuat posisi kepala daerah sebagai pemimpin yang bertanggung
jawab secara langsung kepada masyarakat. Sistem ini mendukung pelaksanaan
oﬁénomi daerah yang lebih mandiri dan akuntabel, serta lebih selaras dengan asas
p%merintahan yang baik.”

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang

o
ZIU ) dTUr

akukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan

dang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki keunggulan dalam hal efisiensi

=0 Agsi1a

a dan waktu penyelenggaraan. Namun, sistem ini terbukti kurang efektif

73 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.

¥dg yeyng

—_
)
W

™ Abdul Rahman, “Dinamika Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap
aksanaan Otonomi Daerah,” Jurnal Illmu Pemerintahan, Vol. 11, No. 2, (2020), h. 112-125.

"> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
erah Lembaran Negara RI Tahun 2004.
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dﬁam melibatkan partisipasi langsung masyarakat, sehingga legitimasi kepala
-

daerah yang terpilih sering dipertanyakan oleh publik. Selain itu, praktik politik
@)

ugng dan transaksi politik antar elit menjadi kendala serius yang mengurangi
=

kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kondisi tersebut
-~

menimbulkan kebutuhan mendesak untuk reformasi sistem pemilihan kepala
Z

dgérah agar lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang
w

sgsungguhnya.”

Py
5 Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, Undang-Undang Nomor 32

(=
Tahun 2004 mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang

terbukti lebih sesuai dengan asas demokrasi konstitusional. Sistem pemilihan
langsung ini memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam
memilih pemimpin daerahnya, sehingga meningkatkan legitimasi, transparansi,
dan akuntabilitas kepala daerah. Meskipun terdapat tantangan seperti tingginya
bigya politik dan potensi politik uang, pemilihan langsung tetap menjadi model
yim"ng paling tepat dan relevan untuk diterapkan di masa depan. Sistem ini juga
n;;'émbuka peluang bagi calon independen yang memperkaya pilihan politik

r’@syarakat dan memperkuat demokrasi lokal, sehingga sejalan dengan semangat

u

reformasi dan idealisme demokrasi di Indonesia.”’

’® Rina Dewi Sari dan Agus Santoso, “Evaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di
nesia: Dari DPRD ke Pemilihan Langsung,” Jurnal llmu Pemerintahan 8, no. 2 (2020): 145-

nery mgsnﬁgpe g uejng jo Ajrs1a

" https://antikorupsi.org/id/article/keuntungan-pilkada-langsung- 130804



